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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITllBOND0
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

ST]SUNAN ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAIIMAT TTIIIAN YANG MATIA ESA

tluPA't't st't'tiIloND(),

: a- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status
kelembagaan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor t4 Tahun
2001 tentang Susunan C)rganisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan
Kabupaten Sirubondo ditinjau kembali ,

b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan
sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6g ayat (l) Undang-undang
Nomor 22 -l'ahtm 1999 tentang pemerintahin Daerah, ,"ri'u dulun1
rangka oplimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Pendapatan perlu
mengatur kernbali Susunan organisasi dan Tata Kirja Dinas
Pendapatan Kabupaten Situbondo dengan suatu peraturan Dalrah.

: l- undang-undang Nomor lz rahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran 

_Negara Repunlik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
l'ambahan_l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto
Peraturan Pemerintah No 28 'fahun 1972 Tentang perubahan Nama
dan 'fempat Kedudukan pemerintah Daerah Kaffupat"n p"ru*tu,
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 iromor 3g) ;

2. undang-undang Nomor g Tahun rg74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negira Republik Indonesia Nomor
3890) .juncto undang-undang Nomor 4i tahun rggg tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor g rahun ,1974 rentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 3890) ;

3- u'dang-undang Nomor zz rahun rggg tentang pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indobesia Tahun 1999 Nomor
60, l'ambahan t.embaran Negara Republik Indobesia Nomor 3g39) ;
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Itepublik Indonesia 'Iahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan , Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,
I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) ;

Keputusan Menteri Dalam Negari dan Otonomi Daerah Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negari dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah .

10. Keputusan Menteri Dalam Negari dan otonomi Daerah Nomor 24
'l'ahun 2001 tentang l.cmbaran Daerah dan Berita Daerah ;

ll. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
lenlang Pengakuan Kewenangan Kabupaten ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2001
tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan
I)asrah Kabullatcn situbondo (t.ernbaran Daerah Kabupaten
Situbondo Seri C,langgal l2 Pebruari 2001 Nomor lfilc).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KABUPATEN SITU30NDO

ルlEⅣlUTIJSKAN:

Dcngan mcncabut i PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOp10R 14
TAHUN 2CX31 TENTANG SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBoNDO.

Menetapkan PERATIJRAN  DAERAH  KABUPATEN    sITuBOND0
TENTANG SUSuNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO.
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BAB I
KETENTUAN UMUⅣ l

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik lndonesia;

3. Dckonsentrasi adalah pclirnpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di
Daerah;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang - undangan ,

5. Daerah Otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai bataS daerah tertentu,
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah dan Desa atau Pemerintah Daerah ke Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan
prasaranan serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungiawabkannya
kepada yang menugaskan ;

7. Ilupati adalah Bupati Situbondo ;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
10. Kepala Dinas adalah tcepaia Dinas pendapatan Kabupaten

Situbondo ;

ll. Unit l)elaksana 'l'ehnis Dinas, selanjutnya disingkat uprD, adalah
unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

PEⅣlBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas pendapatan Kabupaten
Situbondo.

BAIB IH

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNCSI

Pasal 3

( I ) Dinas Pendapatan Kabupaten merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah;
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(2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris
Daerah ;

(3) Dinas Pendapatan dalam melai<sanakan tugasnya di bidang teknis
administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan.

Pasa1 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasar 4,
Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

il. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;
b. Penyusunan program di bidangpendapatan;

c. Pernberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pendapatan;

d. Pernbinaan tinit I)elaksana Tcknis Dinas dalam lingkup Dinas
Pendapatan ;

e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi
pelaksanaan tugas di bidang pendapatan ,

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

g Pelaporan hasil pelaksanaan tugas,
h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati ;

llAB tv
OITGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;
b. Bagian'Iata Usaha ;

c. Bidang - bidang

d. Sub-sub Bagian;

e. Seksi-seksi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan
Bidang dipimpin olch Kepala Bidang yang masing-masing berada
di llalvah dun lrcrtanggung jawab kcpada Kepala Dinas ;

Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut
dalam [.ampiran dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2)

(3)
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Bagian Pertama

I}A(;IAN'I'A'I'A TJSAIIA

l)asal 7

Bagian Tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Pendapatan

Pasal 8

LJntuk rnclaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam pasal 7 Bagian
'l'ata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
administrasi di lingkungan Dinas Pendapatan ;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pendapatan;
c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
d. Pelaksanaan urusan bina program;
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ,

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
g Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( I ) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-rnasing sub llagian sebagaimana dimaksud pada ayat (r),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bcrtanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

BIDANG PENDA'TAAN DAN PENETAPAN

Pasal l0

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan di bidang pendataan
dan penetapan.

Pasal I I

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal r0,
llidang l)endataan dan Penetapan mbnyelanggarakan fungsi :

a. l)claksaan pendataan Wajib l,ajak dan lLetribusi Daerah ;
b. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang

diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;

c. l)cnyusunan Dallar Induk Wajib lrajak dan [tetribusi Daerah ;

d. Pelaksanaan inventarisasi data objek dan subjek Pajak dan Retribusi
Daerah;
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e. Pelaksanaan perhitungan penetapan besarnya Pajak dan Retribusi
Dacrah yang terhutang ;

f. Penerimaan surat permohonan angsuran dan pernberian keputusan
Pajak dan Retribusi Daerah ;

g l)crsiapan surat pcrjanjian angsuran dan surat pcnolakan angsuran
Pajak dan Retribusi Daerah ;

h. Pembantuan pelaksanaan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan ;

i. Pelaksanaan pemantauan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang
penagihannya dilimpahkan kepada Daerah ;

j Pelaksanaankegiatanketatausahaan;

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

a. Seksi Pendataan,

b. Seksi Penetapan.

Masing-rnasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan
Penetapan.

Bagian Ketiga

BIDANG PIINAGIIIAN DAN PEMBT,IKUAN

Pasal l3

Bidang Pcnagihan dan Pcmbukuan mempunyai tugas membantu Kepala
I)inas clalarn rnslaksanakan tugas Dinas Pcndapatan di bidang ponagihan
dan pctnllukuan.

Pasal l4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
Bidang Penagihan dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi :

a- Pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah
melampaui batas waktu jatuh tempo ;

b. Pelayanan permohonan keberatan dan pemberian keputusan banding
terhdap penetapan besarnya Pajak dan ltetribusi Daerah ;

c- Pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan
lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah ;

d. Pelaksanaan pencatalan penetapan dan penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ;

c. Pcngkoordinir Pendapatan dari lembaga-lembaga penghasil atas
pungutan l'}ajak/ltetribusi Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah
baik dari Pemerintah Pusat maupun Pernerintah Propinsi ;

t. Penyampaian SPPT, SKP, STP, dan syarat administrasi PBB lainnya
yang diterbitkan oleh Diryen Pajak kepada Wajib pajak serta
membantu melaksanakan penyampaian DHKP yang dibuat oleh
Di4en Pajak kepada Petugas Pemungut PBB yang ada di bawah
Pengawasannya ;

(2) ①

ｄａｎ
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Pcnyiapan data penerimaan Bagi ltasil Paiak yang berasal dari PBB,
lll'll'l'll, dan l)l'h Orang l)ribadi I)alam Negcri serta l)l)h l)asal 2l ;

Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan penerimaan Bagi Hasil
Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;

Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga
serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ;

Penyiapan laporan realiasasi penerimaan dan tunggakan
pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah,
serta realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persedian Benda
Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi
penerinraan lunggakan PBB ;

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

k.

l.

m.

(2)

Pasal 15

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

a. Seksi Penagihan;

b. Seksi Pembukuhan.

Masing-rnasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada' Kepala Bidang Penagihan dan
Pembukuan.

Bagian Keempat

IIIDANG PIIII,BNCANAAN DAN BVAI,TIASI

lhsal l6

Bidang Perencanaan dan tsvaluasi mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalarn melaksanakan tugas Dinas Pendapatan di bidang
psrcncanaan dan cval uasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan tungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
maupun pungutan lainnya ;

b. Pelaksanaan pengendalian perolehan pendapatan Daerah ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan periodik mengenai realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PBB ;

d. l)elaksanaan evaluasi dan laporan berkala mengenai realisasi
penerinaan dan persediaan Benda Berharga ;

e. Penyampaian hasil evaluasi ke seluruh Unit Keda Pengelola
Pepdapatan Asli Daerah ,

l. l'eflaksanaan kegiatan ketatausahaan,

g Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
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Pelaksanaan tugas dinas lain
sesuai dengan bidang tugas.

yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal I 8

Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan ;

b. Seksi Evaluasi.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan dan
Evaluasi.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal l9

(1) Kelompok Jabatan F'ungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenlang jabatan tungsional yang terbagi dalam berbagai lielompok
sesuai bidang keahliannya ,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga
lungsional senior dan dalam rnelaksanakan tugasnya bertanggung
jarvab kepada Kepala Dinas Pendapatan ;

(4) Jumlah Jabatan tungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja ;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

,j

Bagian Keenam

T]NIT PI,LAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

unit Pelaksana Teknis Dihas merupakan unsur peraksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan f)inas pendapatan dalam suatu
tugas teknis operasional tertentu ;

tjnit Pelaksana 'l'eknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggungfawab kepada Kepala Dinas ;

unit Pelaksan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

つ

“

(2)

(3)
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 2l

( I ) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab
kepada tlupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam
lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang
tugas masing-rnasing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala
Dinas;

(4) Kepala Bagian Tata lJsaha, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan
bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta rnelaporkan
pelaksanaan tugasnya menurut jenj ang j abatan masing-masi n g.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEIVIBERIIENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

(l) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
f)aerah ;

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan
diberhentikan Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan
llupati ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ,

Pasal 23

( l) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas pendapatan
berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung
Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural
untuk mewakilinya.

BAB VH
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasa1 24

Uraian tugas masing― masing Kcpala Sub Bagian dan Kcpala Scksi Dinas
Pcndapatan  akan  ditetapkan  dalam  Kcputusan  Bupati  dcngan
bcrpcdoman kcpada kctcntuan Peraturan Dacrah ini.
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Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo.

DlAAMAN

⌒

1)iundan3kan di Situbondo

Pada tangga1 3 Pcbruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KA UPATEN

F・

Utama Muda
_510051844

ANI)Al」 ltAH KABUPATEN SH｀ UBONDO′ I｀AHUN 2004 SERID NOMOR 8

Diumumkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Pcbruari 2004

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 8

ARIS

CAlllMI〕 A(jA 2()()3ヽ )INAS PitNl)APA・ 1｀AN

l)itetapkan di Situbondo



LAMPIRAN: PERATURAN
SITUBONDO
TANGGA: :
NOMOR  :

DAERAH KABUPATEN

28 JANUAR1 2004
9 TAHl」N 2004

STRUKttUR ORGANISASi

DINAS PENDAPATAN

KEPAlノA DINAS

BAGIAN

TATA IJSA‖A
Kl:l′…,A13,1'N(:Sl()NAl.

SUB BACIAN

PERENCANAAN

SUB BACIAN

'UMUM

lB11)AN(:

PENDATAAN DAN
PENETAPAN

BIDAN(〕

PENAGIHAN DAN
PEMBUKUAN

BII)AN(】

PERENCANAAN DAN
EVALUASI

SEKSi

PENDATAAN

SEKSI

PENAGlllAN

SEKSI

PERENCANAAN

SEKSI

PENETAPAN

SEKSE

PEMBUKUAN
SEKSI

EVALUASI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOND0
NOMOR 9 TAHUN2004

TENTANG                        .
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
I)INAS PENDAPATAN KABUPATAN SITUBONDO

l. PENJELASAN UMUM

Dcngan tclah ditctapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tcntang Pedoman
Organisasi Pcrangkat Dacrah, maka Struktur Organisasi E)inas Pcndapatan Kabupaten

Situbondo scbagailnana diatur dalam Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 14
Tahun 2001 lenatng Susunan Organisasi dan Tata Kela Dinas Pendapatan Kabupaten

Situbondo,Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Scri C,tangga1 12 Pebruari 2001,Nbmor

14/(1,Pcrltl ditilli〔 lll kCinbali.

H. PENJEI“ASAN PASAL DEⅣIIPASAL

1)asal  l : Pasal ini memuat pengertian istilah
dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan
timbulnya salah tafsir dalam
melaksanakan pasal-pasal yang
Peraturan Daerah ini.

yang dipergunakan

untuk mencegah
memehami dan

tercanfum dalam

Pasal 2 sampai dengan Pasal l8 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat(l) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak soseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Pasal l9 ayat (2) sampai dengan : Cukupjelas.
Pasal 25
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